BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Trakindo Utama Balikpapan kadang-kadang memenuhi Pasal 6
KEPMENAKERTRANS No. Kep 102/Men/V1/2004 tentang waktu lembur.
driver yang mengalami penunggakan upah dapat dipenuhi haknya dengan adanya
pembuktian pelaksanaan pekerjaan pada waktu lembur. Pembuktian perlu
dilakukan dengan adanya surat perintah lembur yang merupakan syarat mutlak
yang diperlukan oleh setiap pengusaha untuk mempekerjakan pekerjanya dalam
waktu lembur. Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya
terlambat membayarkan upah lembur dapat dikenakan denda. PT. Trakindo
Utama yang telah melakukan penunggakan pembayaran upah lembur dapat
dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran upah sesuai ketentuan Pasal 95

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

A. Saran

Bagi perusahaan pemberi dan peneriman pekerjaan disarankan untuk
memusatkan pelaksanaan mekanisme pembayaran upah lembur kepada

KOKAPURA, karena seharusnya hubungan pembayaran upah antara pekerja
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outsource adalah dengan perusahaan penerima pekerjaan bukan pemberi

pekerjaan.

Bagi PT. Trakindo Utama Balikpapan apabila ingin terlibat langsung
dalam pembayaran upah lembur disarankan untuk membuat sebuah perjanjian
kerja bersama terkait mekanisme pembayaran upah kepada pekerja dengan adanya

kesepakatan dari pihak pekerja dan pengusaha.

Bagi pekerja dan pengusaha disarankan untuk selalu membuat surat
perintah lembur dalam setiap kegiatan lembur. Surat perintah lembur juga dapat
digunakan sebagai alat bantu fungsi kontrol kerja lembur, karena dengan adanya
surat perintah lembur, kegiatan lembur pekerja akan dapat diawasi sehingga

pelanggaran terhadap pelaksanaan waktu lembur dapat diminimalisir.
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